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Abstract: The development of digital technology and the implementation of the 5G
network has had a significant impact on people's lives, especially in terms of the
management and misuse of personal data. Misuse of personal data is an increasingly
crucial issue in this digital era, because of the potential for violations that can harm
individuals and groups. This research aims to analyze the role of law in preventing
misuse of personal data in Indonesia, with a focus on the development of 5G
technology which speeds up the process of data collection and distribution. This
research uses a qualitative approach with literature study and library research
methods, which examines various literature, statutory regulations and policies related
to personal data protection. The research results show that even though Indonesia has
a Personal Data Protection Law (UU PDP), the implementation of this law still faces
various challenges. Some of the main challenges include a lack of public awareness
about the importance of protecting personal data, as well as the incompleteness of the
existing legal system to deal with misuse of data amidst rapid technological
developments. Therefore, it is necessary to adjust regulations and increase stricter
supervision of the use of personal data, as well as educating the public about their
rights in protecting personal data. This research also suggests the need for
collaboration between government, industry players and society in creating a safe and
secure digital ecosystem.

Abstrack: Perkembangan teknologi digital dan penerapan jaringan 5G membawa
dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal pengelolaan
dan penyalahgunaan data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi menjadi isu yang
semakin krusial di era digital ini, karena potensi pelanggaran yang dapat merugikan
individu maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum
dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi di Indonesia, dengan fokus pada
perkembangan teknologi 5G yang mempercepat proses pengumpulan dan distribusi
data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur
dan library research, yang mengkaji berbagai literatur, peraturan perundang-undangan,
serta kebijakan terkait perlindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU
PDP), implementasi hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa
tantangan utama termasuk Kkurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya
perlindungan data pribadi, serta ketidaklengkapan sistem hukum yang ada untuk
menangani penyalahgunaan data di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Oleh
karena itu, diperlukan penyesuaian regulasi dan peningkatan pengawasan yang lebih
ketat terhadap penggunaan data pribadi, serta edukasi kepada masyarakat tentang hak-
hak mereka dalam perlindungan data pribadi. Penelitian ini juga menyarankan
perlunya kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dalam
menciptakan ekosistem digital yang aman dan terlindungi.
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Pendahuluan

P erkembangan teknologi digital dan penerapan jaringan 5G telah memberikan dampak
yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Era digital yang semakin
berkembang pesat mengakibatkan pertumbuhan data pribadi yang sangat signifikan. Data
pribadi, seperti informasi identitas, lokasi, riwayat transaksi, hingga data biometrik, Kini
menjadi elemen vital yang digunakan oleh perusahaan, pemerintah, hingga individu untuk
melakukan berbagai aktivitas. Namun, di sisi lain, meningkatnya volume data pribadi juga
menambah risiko penyalahgunaan yang dapat merugikan individu dan organisasi.
Penyalahgunaan data pribadi dapat berupa pencurian identitas, pengintaian privasi, penipuan,
atau bahkan persekongkolan untuk tujuan komersial yang merugikan hak-hak dasar individu.

Era 5G, yang menjanjikan kecepatan internet yang lebih tinggi dan konektivitas yang
lebih luas, turut memperburuk tantangan ini. Dengan semakin banyaknya perangkat yang
terkoneksi ke jaringan 5G, seperti smartphone, kendaraan pintar, hingga perangkat rumah
tangga, data pribadi menjadi lebih rentan untuk dikumpulkan, diproses, dan disalahgunakan
oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data pribadi
semakin mendesak untuk diatur secara lebih tegas dalam kerangka hukum. Meskipun berbagai
negara telah mulai mengadopsi peraturan perlindungan data pribadi, seperti GDPR di Uni
Eropa atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia, implementasi
dan penegakan hukum terhadap regulasi tersebut masih menghadapi banyak tantangan. Di
Indonesia, misalnya, meskipun UU PDP telah disahkan pada tahun 2022, tantangan dalam hal
implementasi di lapangan, ketidaksesuaian dengan teknologi terbaru, serta minimnya
kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan data pribadi masih menjadi masalah yang
belum terpecahkan secara maksimal.

Penelitian mengenai peran hukum dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi di era
5G masih terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada lebih banyak membahas perlindungan
data pribadi dalam konteks teknologi sebelumnya, seperti internet of things (IoT) dan big data,
tanpa memperhitungkan dampak dari penerapan teknologi 5G. Hal ini menciptakan research
gap, karena belum ada kajian yang memadai mengenai bagaimana hukum dapat beradaptasi
untuk menghadapi tantangan baru yang dihadirkan oleh teknologi 5G dalam konteks
penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan
menganalisis secara mendalam bagaimana hukum dapat berperan dalam mencegah
penyalahgunaan data pribadi di era digital yang semakin maju ini, terutama dengan penerapan
jaringan 5G. Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya menyusun regulasi yang tidak
hanya responsif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif
di berbagai sektor, mengingat risiko yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan data pribadi dapat
merusak kepercayaan masyarakat terhadap teknologi digital. Oleh karena itu, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang berguna untuk pengembangan
kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi 5G.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek terkait dengan
perlindungan data pribadi dan teknologi 5G, seperti yang dilakukan oleh Setiawan dan Hidayat
(2021) yang mengkaji tantangan perlindungan data pribadi di Indonesia dalam konteks
digitalisasi, serta penelitian oleh Liu et al. (2020) yang membahas masalah privasi data dalam
era 5G. Namun, penelitian yang fokus pada peran hukum dalam mencegah penyalahgunaan
data pribadi di era 5G secara lebih menyeluruh masih sangat terbatas. Oleh karena itu,
penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memperkenalkan perspektif hukum yang lebih
kontekstual terhadap tantangan yang dihadapi oleh hukum di era 5G. Tujuan dari penelitian ini



adalah untuk mengidentifikasi peran hukum dalam pencegahan penyalahgunaan data pribadi
dan mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam menghadapi tantangan baru di era 5G.
Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembaruan
kebijakan dan peningkatan kapasitas penegakan hukum terkait perlindungan data pribadi.
Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan
kebijakan publik dalam bidang perlindungan data pribadi yang lebih efektif, serta memberikan
panduan bagi regulator, akademisi, dan praktisi hukum dalam menyusun kebijakan yang
responsif terhadap teknologi baru.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis
peran hukum dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi di era digital dan teknologi 5G.
Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam
mengenai dinamika perlindungan data pribadi dalam konteks perkembangan teknologi yang
pesat, serta untuk menggali perspektif berbagai pihak terkait mengenai regulasi yang ada dan
tantangan yang dihadapi. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif analitis.
Jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis mengenai peran hukum
dalam perlindungan data pribadi dan menganalisis tantangan yang dihadapi dalam mencegah
penyalahgunaan data pribadi, terutama terkait dengan implementasi teknologi 5G. Penelitian
ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam regulasi yang ada serta
memberikan rekomendasi terhadap upaya peningkatan perlindungan hukum yang lebih efektif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama: data primer dan data sekunder.

1. Data Primer: Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak
yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan perlindungan data pribadi dan
penerapan teknologi 5G. Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber yang terdiri
dari: Praktisi hukum yang berfokus pada perlindungan data pribadi dan regulasi terkait.
Ahli teknologi yang mengerti dampak dari penggunaan teknologi 5G terhadap data pribadi.
Regulator dan pembuat kebijakan yang terlibat dalam penyusunan dan pengawasan
kebijakan perlindungan data pribadi. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan
metode wawancara semi-terstruktur, di mana peneliti mengajukan pertanyaan terbuka dan
memberikan kesempatan kepada narasumber untuk memberikan penjelasan lebih rinci
berdasarkan pengalaman dan pandangan mereka.

2. Data Sekunder: Data sekunder diperoleh dari studi literatur yang relevan, termasuk buku,
artikel jurnal, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan dan peraturan yang berkaitan
dengan perlindungan data pribadi, hukum teknologi, dan implementasi teknologi 5G. Data
sekunder ini digunakan untuk memperkaya pemahaman tentang konteks hukum yang
berlaku serta memberikan dasar teori untuk analisis lebih lanjut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua metode utama:

1. Wawancara Mendalam: Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan narasumber
yang dipilih berdasarkan kriteria relevansi dan keahlian dalam bidang hukum dan
teknologi. Wawancara dilakukan baik secara langsung maupun melalui platform daring,
dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Teknik ini bertujuan untuk



mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait dengan peran hukum dalam mencegah
penyalahgunaan data pribadi, tantangan yang dihadapi, serta implementasi regulasi yang
ada.

2. Studi Dokumentasi: Peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang
relevan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan publik, serta artikel-
artikel ilmiah dan laporan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi di era 5G.
Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami kerangka hukum yang berlaku serta
memberikan gambaran lebih jelas mengenai celah atau kelemahan yang ada dalam regulasi.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan memahami tema-tema
utama yang muncul dari data yang terkumpul, baik dari wawancara maupun studi dokumentasi.
Langkah-langkah analisis tematik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengkodean Data: Data yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi akan
dianalisis dengan mengkategorikan informasi ke dalam kode-kode tematik. Pengkodean
dilakukan secara induktif, berdasarkan pengamatan terhadap pola-pola yang muncul dari
data. Kode ini akan mewakili topik-topik tertentu yang relevan dengan penelitian, seperti
tantangan hukum dalam perlindungan data pribadi, kebijakan yang ada, serta penerapan
teknologi 5G.

2. Penyusunan Tema: Setelah dilakukan pengkodean, peneliti akan mengelompokkan kode-
kode tersebut menjadi tema-tema utama yang menggambarkan peran hukum dalam
mencegah penyalahgunaan data pribadi di era digital dan teknologi 5G. Tema-tema ini
dapat mencakup masalah regulasi yang ada, kendala dalam penegakan hukum, serta
langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

3. Analisis dan Interpretasi: Peneliti kemudian akan melakukan analisis lebih lanjut terhadap
tema-tema yang telah disusun, dengan membandingkan hasil wawancara dengan data
sekunder yang diperoleh dari studi dokumentasi. Hasil analisis akan dipertimbangkan
dalam konteks teori hukum perlindungan data pribadi, hukum teknologi, dan implementasi
regulasi di Indonesia serta negara-negara lain yang menerapkan teknologi 5G.

Untuk memastikan validitas dan keandalan data, penelitian ini menggunakan teknik
triangulasi, yaitu membandingkan hasil wawancara dari berbagai narasumber dan
memverifikasi temuan-temuan tersebut dengan data sekunder yang relevan. Selain itu, peneliti
juga akan melakukan member checking, yaitu meminta umpan balik dari narasumber mengenai
temuan awal untuk memastikan akurasi informasi yang telah dikumpulkan

Hasil dan Pembahasan

Peran hukum dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi di era digital dan teknologi
5G sangat penting mengingat semakin pesatnya perkembangan teknologi yang memungkinkan
pengumpulan dan distribusi data pribadi dalam skala besar dan dengan kecepatan tinggi.
Berdasarkan analisis terhadap regulasi yang ada, serta wawancara dengan berbagai
narasumber, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah faktor yang mempengaruhi efektivitas
hukum dalam melindungi data pribadi di era 5G.

Pertama, meskipun sudah ada peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi
seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru disahkan pada tahun



2022, penelitian ini menemukan bahwa regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan
dalam implementasinya. Salah satunya adalah ketidakmampuan UU PDP untuk secara
komprehensif mengakomodasi perkembangan teknologi 5G, yang memungkinkan
pengumpulan data secara lebih intensif dan cepat. Santoso (2020) mencatat bahwa UU PDP
masih belum cukup matang dalam menanggapi tantangan yang muncul akibat pesatnya
perkembangan teknologi digital dan 5G. Hal ini disebabkan oleh kurangnya detail teknis dalam
regulasi yang mengatur cara perusahaan dan lembaga mengelola serta melindungi data pribadi
pengguna dalam konteks teknologi baru.

Kedua, dalam hal penegakan hukum, meskipun sudah ada sanksi yang mengatur
penyalahgunaan data pribadi, kenyataannya banyak pelanggaran yang tidak terdeteksi atau
tidak mendapatkan sanksi yang setimpal. Peneliti menemukan bahwa kurangnya kapasitas
aparat penegak hukum dalam memahami teknologi 5G menjadi hambatan utama dalam
penegakan hukum. Sebagai contoh, praktik penyalahgunaan data yang dilakukan oleh
perusahaan teknologi, seperti pengumpulan data tanpa persetujuan eksplisit atau pengalihan
data pribadi ke pihak ketiga tanpa kontrol yang jelas, seringkali tidak terdeteksi. Liu et al.
(2020) menyoroti bahwa keterbatasan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum
dalam menghadapi tantangan teknologi 5G menyebabkan penegakan hukum terhadap
penyalahgunaan data pribadi menjadi tidak efektif,( Liu, Y., Zhang, H., & Wang, X. 2020).
Selanjutnya, meskipun regulasi sudah ada, penegakan hukum yang bersifat sektoral dan tidak
terkoordinasi menyebabkan adanya celah dalam perlindungan data pribadi. Misalnya, dalam
hal perusahaan yang beroperasi lintas negara, perbedaan regulasi antara negara satu dengan
negara lainnya seringkali dimanfaatkan untuk menghindari sanksi. Widodo dan
Kusumaningrum mengungkapkan bahwa kesenjangan antara hukum nasional dan internasional
terkait perlindungan data pribadi menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi di era digital
dan 5G, (Widodo, P., & Kusumaningrum, D. 2021). Di Indonesia, misalnya, peraturan yang
ada belum mampu menjangkau perusahaan teknologi global yang beroperasi di Indonesia tetapi
tunduk pada hukum negara asal mereka. Oleh karena itu, kerjasama internasional menjadi
sangat penting untuk memperkuat pengawasan terhadap perlindungan data pribadi.

Selain itu, kesadaran masyarakat tentang perlindungan data pribadi juga masih rendah,
yang turut mempengaruhi efektivitas hukum dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi.
Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak individu yang tidak sadar akan risiko yang mereka
hadapi ketika memberikan data pribadi mereka pada platform digital. Santoso (2020)
menjelaskan bahwa rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat Indonesia menyebabkan
mereka lebih mudah menjadi korban penyalahgunaan data pribadi, karena tidak memahami
mekanisme perlindungan yang ada. Hal ini semakin diperburuk oleh fakta bahwa banyak
platform digital yang tidak transparan dalam memberikan informasi mengenai bagaimana data
pribadi pengguna mereka akan digunakan atau dibagikan. Di sisi lain, peran teknologi dalam
mendukung perlindungan data pribadi juga tidak kalah penting. Teknologi seperti enkripsi data,
blockchain, dan kecerdasan buatan dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat keamanan
data pribadi. Namun, penggunaan teknologi ini masih terbatas, terutama di sektor-sektor
tertentu. Widodo dan Kusumaningrum (2021) mencatat bahwa meskipun banyak perusahaan
besar yang sudah mulai menerapkan teknologi perlindungan data pribadi yang lebih canggih,
sektor-sektor lain, terutama yang lebih kecil dan menengah, masih belum memanfaatkannya
secara maksimal, (Widodo, P., & Kusumaningrum, D. 2021). Oleh karena itu, regulasi yang
mengharuskan perusahaan untuk mengadopsi teknologi perlindungan data pribadi yang lebih
kuat perlu diberlakukan untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam mencegah



penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, kerjasama antara sektor publik dan swasta menjadi
sangat penting untuk meningkatkan perlindungan data pribadi di era digital dan 5G. Arifin
(2022) mengungkapkan bahwa sinergi antara pemerintah, regulator, dan perusahaan teknologi
dalam merumuskan kebijakan yang memadai akan mempercepat terciptanya perlindungan data
pribadi yang lebih efektif, (Arifin, Z. 2022). Misalnya, perusahaan teknologi dapat berperan
aktif dalam mengedukasi pengguna mengenai pentingnya menjaga data pribadi mereka, serta
memberikan jaminan bahwa data yang mereka kumpulkan hanya akan digunakan untuk tujuan
yang jelas dan sah. Pemerintah, di sisi lain, harus memastikan bahwa regulasi perlindungan
data pribadi dapat diterapkan dengan tegas dan mengawasi perusahaan yang tidak mematuhi
regulasi tersebut.

Tantangan besar lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah mengenai
kebutuhan untuk memperbaharui regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi,
terutama dengan munculnya teknologi 5G yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan
konektivitas dan volume data yang lebih besar. Menurut Setiawan (2021), meskipun beberapa
negara sudah mulai mengadopsi regulasi perlindungan data pribadi yang lebih sesuai dengan
perkembangan teknologi, Indonesia masih perlu melakukan pembaruan regulasi agar lebih
selaras dengan teknologi 5G,( Setiawan, M. 2021). Hal ini mencakup pembaruan dalam cara
pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data pribadi, serta penguatan mekanisme
pengawasan dan sanksi bagi pihak yang melanggar aturan tersebut.

Di sisi lain, penerapan hukum yang lebih ketat dan terintegrasi juga diperlukan untuk
mengatasi masalah penyalahgunaan data pribadi. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas
aparat penegak hukum dalam memahami dan mengatasi kasus-kasus penyalahgunaan data
yang melibatkan teknologi baru seperti 5G. Liu et al. (2020) menekankan bahwa pelatihan dan
peningkatan kapasitas dalam menghadapi perkembangan teknologi mutakhir akan sangat
membantu dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait penyalahgunaan data
pribadi, (Liu, Y., Zhang, H., & Wang, X. 2020)..

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, meskipun telah ada regulasi perlindungan data pribadi di
Indonesia, peran hukum dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi di era digital dan
teknologi 5G masih menghadapi banyak tantangan. Kelemahan dalam implementasi dan
penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta ketidakmampuan regulasi untuk
mengakomodasi perkembangan teknologi menjadi hambatan utama. Oleh karena itu,
diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kerjasama yang lebih
erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat internasional untuk menciptakan sistem
perlindungan data pribadi yang lebih efektif di era 5G.
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